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PUTUSAN
Nomor : 31/G/2020/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama
dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

ARDIANSYAH, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di JI. Lewintana Rt.020/Rt 007 Desa Lewintana,
RT/RW 020/007 Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten
Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
93/SKK.P/RAM/MTR/2020 tanggal 6 juli 2020, memberikan kuasa
kepada:

1. HERMAN, S.H;

2. GUNTUR, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum pada kantor Hukum Law Firm dan Partners
Beralamat di Jalan Caturwarga Nomor 13 Kota Mataram Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

KEPALA DESA LEWINTANA, Berkedudukan di Jalan Lintas Pantura Nomor 1,
Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
01/SKK.TUN/LBH.AMN/VI11/2020 tanggal 27 Juli 2020, memberikan
kuasa kepada :
1. Drs. SUKIRMAN, S.-H., M.-H.;
2. ANU SIRWAN. S.H,;
3. INA MAULINA, S.H,;
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Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Bantuan Hukum Amanah Bima, Beralamat Kantor di Jalan
Belimbing Nomor 27 A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan
Raba, Kota Bima;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
31/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juli 2020, tentang Lolos
Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
31/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juli 2020, tentang Penunjukkan
Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
31/PEN-PPJS/2020/PTUN-MTR., tanggal 15 Juli 2020 tentang Surat
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor: 31/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juli 2020, tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor: 31/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 12 Agustus 2020, tentang
Penetapan Hari Persidangan Pertama Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus
2020 dan Jadwal Persidangan (Court Calendar);

6. Berkas Perkara Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran

yang terdapat di dalamnya,;
TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli
2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal
14 Juli 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 12 Agustus 2020, serta
diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan, tanggal 19 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:
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. OBYEK SENGKETA

Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang

Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa
Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020;
Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut

sebagai: OBYEK SENGKETA.

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh
TERGUGAT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat
konkret, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang
memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“.

Konkret: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-
nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan
dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut
ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan
bukan untuk umum;

Final: Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut
sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi
atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat
hukum.

II. UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN)

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram terlebih dahulu diajukan upaya administasi (keberatan
dan banding keberatan) dikirim melalui jasa POS adapun keberatan diajukan
tanggal 02 Juni 2020 kepada Kepala Lewintana lewat 10 (sepuluh) hari kerja

tidak ada tanggapan, Penggugat mengajukan banding Administrasi (banding
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keberatan) tanggal 22 Juni 2020 kepada Bupati Bima Cg. Camat Soromandi,

namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak TERGUGAT sampai

dengan diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

I1l. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor
18 Tahun 2020 (Objek Sengketa) diberikan langsung oleh saudara
MUSTAMIN selaku staf DESA LEWINTANA pada tanggal 27 Mei 2020.

IV. KEPENTINGAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke
Pengadilan Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka
Penggugat sangat dirugikan karena adanya Keputusan Kepala Desa
Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara
Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan
Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020;

3. Bahwa selain pada itu secara otomatis hilangnya pendapatan Penggugat
untuk kebutuhan hidup keluarga (istri dan anak-anak PENGGUGAT);

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbithya Keputusan
Kepala Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian
nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk
menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

V. ALASAN MENGGUGAT

Bahwa Penggugat (ARDINSYAH, S.Pd) adalah perangkat Desa

Lewintana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor

=
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1 Tahun 2016 Tentang Pegangkatan Perangkat Desa Lewintana

Kecamatan Soromandi Kaupaten Bima tertanggal 20 Januari 2016;

2. Bahwa setelah PENGGUGAT diangkat sebagai Perangkat Desa
Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima PENGGUGAT
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan
tugas Sekretaris Desa/Perangkat Desa sebagai mana ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan berlaku;

3. Bahwa PENGGUGAT terkejut membaca Keputusan Kepala Desa
Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara
Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan
Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020 yang isinya sebegai
berikut :

MEMUTUSKAN : memberhentikan saudara Ardiansya, S.Pd dari

Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima

dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa Lewintana karena telah

melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagai berikut :

a. Merugikan kepentingan umum;

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan
masyarakat tertentu;

e. Melakukan tindakan meresahkan masyarakat atau sekelompok
masyarakat Desa;

f.  Melanggar sumpah janji jabatan;

g. Bahwa saudara Ardiansyah, S.Pd jabatan Sekretaris Desa Lewintana
diduga telah melakukan pegancaman dengan senjata tajam,
pencemaran nama baik, penghinaan dengan kata-kata kotor dan
penghasut/memprofokasi orang lain terhadap Kepala Desa
Lewintana.

5. Bahwa selanjutnya Penggugat menghadap pada CAMAT SORMANDI
berkonsultasi mempertanyakan legalitas hukum dari surat Keputusan
Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian
PENGGUGAT (Saudara Ardiansyah, S.Pd) sebagai Perangkat Desa
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Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020,

oleh tanggapan CAMAT Surat Pemberhentian Nomor 18 Tahun 2020
cacat hukum tidak dilakukan pemeriksaan INSPEKTORAT dan
REKOMENDASI CAMAT;

6. Bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum PENGGUGAT terhadap Surat
Keputusan Pemberhentian Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Pemberhentian PENGGUGAT mengajukan upaya keberatan tertanggal
02 Juni 2020 kepada Kepala Lewintana lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak
ada tanggapan PENGGUGAT mengajukan banding Administrasi
tertanggal 22 Juni 2020 inti dari surat tersebut untuk ditinjau ulang obyek
sengketa namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak
TERGUGAT sampai dengan diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram;

7. Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai
Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima
tanggal 27 Mei 2020 tidak terpenuhinya tata cara pemberhentian
perangkat desa yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan
ayat 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:
Pasal 53
Ayat (1) Perangkat desa berhenti karena. a. Meninggal dunia; b.
Permintaan sendiri; atau c. dibehentikan;
ayat (2) Perangkat desa yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c karena; a.
Usia genap 60 (enam puluh tahun); b. Berhalangan tetap; c. Tidak lagi
memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. Melanggar larangan
sebagai perangkat desa;
ayat (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan
camat atas nama bupati/walikota; Ketuntuan lebih lanjut mengenai
pemberhentian perangkat desa sebagai mana dimaksud ayat (3) diatur
dalam peraturan pemerintah.
bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sangketa atas nama

Penggugat yang menjadi obyek sangketa dalam perkara aquo merupakan
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tindakan sewenang-wenang dan jelas bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 1
Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan
kriteria Perangkat Desa diberhentikan yaitu :

Pasal 22

ayat (1) perangkat desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan

Ayat (2) Perangkat desa yang di berhentikan ssebagaimana yang di

maksud pada ayat (1) Huruf c karena :

a. Usia genap 60 ( enam puluh) tahun;

b. Berhalangan tetap;

c. Tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai perangkat desa

d. Tidak melaksanakn kewajiban-kewajibanya sebagai perangkat desa;

atau

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

ayat (3) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme

sebagai berikut :

a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai
peberhentian perangkat desa;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai
pemberhentian perangkat desa yang telah di konsultsikan dengan
kepala desa; dan

c. Rekomendasi camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam
pemberhentian perangkat desa.

Pasal 23

terhadap pemberhentian perangkat desa sebagai mana dimaksud pasal

22 ayat (2) huruf b, huruf ¢, dan huruf e harus di lakukan pemeriksaan

khusus oleh tim Inspektorat.

9. Bahwa meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Bima dan
Undang-undang Desa seperti yang tersebut di atas, Tergugat tetap pada
keputusannya yakni dengan memberhentikan Penggugat tanpa disertai
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dasar dan alasan hukum yang dibenarkan Undang-Undang, sehingga

Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sangketa) justru menimbulkan
ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan AAUPB serta sangat
merugikan Penggugat;

10. Bahwa selain peraturan Perundang-undangan di atas, Pemberhentian
Perangkat Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal
12 ayat (1) dan (2a) menegaskan bahwa:

“(1) perangkat desa yang di angkat sebelum di tatapkan aturan ini tetap

melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan

keputusan pengangkatanya;

(2a) perangkat desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 yang

diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia

kurang dari 60 (Enam puluh tahun) dapat diangkat sampai dengan usia

60 (enam puluh) tahun;

11. Bahwa dalam pemberhentian perangkat desa, harus ada rekomendasi
tertulis dari Camat sebagai mana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :
a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain

mengenai pemberhentian perangkat desa;

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang
memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah
dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud
ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat
Desa”.

12. Bahwa jika dicermati pada surat Keputusan Kepala Lewintana Nomor 18
Tahun 2020 atas nama Penggugat Tentang Pemberhentian Perangkat
Desa Lewintana, dalam konsiderannya tidak terdapat rekomendasi Camat

yang menjadi dasar atau syarat wajib dalam menerbitkan surat keputusn
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(obyek sangketa), sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sangketa yang

diterbitkan Kepala Desa Lewintana cacat formil;

13. Bahwa selain keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khusunya beberapa azas
diantaranya :

Azas Kecermatan : Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan
tidak teliti dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat
sebagai perangkat Desa Lewintana karena Tergugat hanya
mengeluarkan surat keputusan pemberhentian MEMUTUSKAN KESATU
huruf a s/d huruf h bersifat subyektif, hal ini terBukti Tergugat dalam
menjatuhkan keputusan terhadap Penggugat tanpa didasari kepada
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Asas Kepastian Hukum : Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam
perkara ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan keadilan, sehingga Keputusan Tata Usahan Negara yang
sudah terbit yaitu : Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun
2020 tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd sebagai
Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima
tanggal 27 Mei 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat
merugikan Penggugat;

Asas Akuntabilitas : Bahwa kebijakan Tergugat dalam menerbitkan
keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa perkara ini
jelas tidak dapat dipertangung jawabkan kepada masyarakat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi dari Negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang : Bahwa menurut Penggugat
tentang Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd sebagai Perangkat
Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei
2020 adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum lebih

pada keputusan subyektif keinginan Tergugat;
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14. Bahwa dengan diterbitkan keputusan TATA USAHA NEGARA yang

menjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan pihak Tergugat telah

melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan

yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

berbunyi sebagai berikut :

“(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu kepetusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa
disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu beretentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.”

15. Bahwa berdasarkan pada urain di atas, maka Penggugat mohon agar
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkenan untuk menyatakan
batal atau tidak sahnya Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18
Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai
Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima
Tanggal 27 Mei 2020;

16. Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun
2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai
Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima
tanggal 27 Mei 2020 bertentangan denga dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan
yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat
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dengan demikian sepatutnya nama baik Penggugat

dipulihkan/direhabilitasi;

17. Bahwa sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Penggugat sebagai Sekretaris Desa Lewintana Kecamatan
Soromandi Kabupaten Bima dalam posisi Penggugat sebagai Sekretaris
Desa belum terisi secara definitif, namun untuk Pelaksana Tugas (PLT)
telah diisi oleh Perangkat Desa Lewintana atas nama ABDULLAH jabatan
sebelumnya Kasi Pembagunan Desa Lewintana Kecamatan Soromandi
Kabupaten Bima.

VI. PETITUM/TUNTUTAN PENGGUGAT
Berdasarkan pada semua pertimbangan di atas, maka Penggugat mohon

kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal/tidak sah surat Keputusan Kepala Desa Lewintana
Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah,
S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi
Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala
Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara
Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan
Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan/merehabilitasi nama baik
Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Apabila Yth. Ketua Pengadilan TUN Mataram c.q. Ketua dan Anggota Majelis

Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan

yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan Jawaban tertulis Nomor : 02/LBH.AMN/VIII/2020 Tertanggal 26
Agustus 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi
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Pengadilan, yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim tanggal 26 Agustus

2020, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dengan cermat surat gugatan Penggugat,
maka Tergugat dapat memahami maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatan
Penggugat tersebut, sehingga Tergugat dapat menyampaikan Jawaban dan
bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat, kecuali yang diakui secara terang dan tegas oleh Tergugat
dalam Jawaban ini.

2. Bahwa BENAR Tergugat telah menerbitkan Surata keputusan Nomor : 18
Tahun 2020, tentang Pemberhentian Sdr. Ardiansyah, Spd sebagai
perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, tanggal
27 Mei 2020 (Objek Sengketa), karena alasan-alasan sebagaimana termuat
dalam surat keputusan dimaksud.

3. Bahwa BENAR Penggugat merupakan perangkat Desa Lewintana yang
diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor : 1 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lewintana Kecamatan
Soromandi Kabupaten Bima, tanggal 20 Januari 2016, namun TIDAK
BENAR dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa
selama menjadi perangkat/sekretaris Desa Soromandi telah melaksanakan
tugas dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. YANG BENAR adalah,
Penggugat sering tidak masuk kantor tanpa alasan yang patut, sering
mengambil keputusan/tindakan sendiri tanpa koordinasi dan tidak bisa
bekerja sama yang baik dengan perangkat Desa yang lainnya, termasuk
dengan Ketua RT, Ketua RW, kepada Dusun, BPD, bahkan juga dengan
kepala Desa sehingga sering menimbulkan ketidaknyamanan suasana kerja
di Kantor Desa dan keresahan dikalangan masyarakat Desa Lewintana.

4. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang
menyatakan bahwa Penggugat terkejut membaca Surat Keputusan Kepala
Desa Lewintana Nomor 18 tahun 2020 (Objek Sengketa) ........ dst, karena
sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan (Objek Sengketa) yang
dimaksud, Tergugat sebagai Kepala Desa Lewintana sudah terlebih dahulu

memberikan teguran tertulis dan peringatan tertulis, masing-masing
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sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, namun teguran dan peringatan

tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat.

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa
pemberhentian Penggugat oleh Tergugat melanggar berbagai ketentuan
peraturan perundang-undang sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat
dalam dalil gugatannya poin 7, poin 8, poin 10 dan poinll atau bertentangan
dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana
disebutkan pada poin 9. YANG BENAR adalah bahwa pemberhentian
Penggugat oleh Tergugat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dilihat dari segi
kewenangan, segi prosedur maupun substansinya, dengan alasan yang
diuraikan sebagai berikut :

o Dari segi Kewenangan : Tergugat sebagai kepala Desa memiliki
kewenangan atribusi untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat
Desa, termasuk sekretaris Desasetelah dikonsultasikan dengan Camat
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat
(3) UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

o Dari segi Prosedur : Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah
dilakukan melalui tahapan teguran dan peringatan tertulis, Persetujuan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lewintana dan telah
dikonsultasikan dengan Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan
pasal 53 ayat (3) UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan juga telah
mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Soromandi melalui surat
Nomor : 411.21/71/16.P/2020, tanggal 26 Mei 2020.

e Dari segi formil dan substansinya : Pemberhentian PENGGUGAT oleh
TERGUGAT dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 69 huruf c Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP No.
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di
dalamnya memuat dasar filosofis (Konsideran menimbang), dasar yuridis
(konsideran mengingat), juga konsideran memperhatikan, serta

mengandung isi (Diktum) yang dapat dengan mudah difahami.
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6. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (3)

UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penggugat sebagai sekretaris Desa
(Perangkat Desa) mempunyai tugas membantu kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan oleh karena itu sekretaris Desa
(Perangkat Desa) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Kepala Desa. Oleh karena itu seharusnya Penggugat sebagai Sekretaris
Desa dan Tergugat Kepala Desa dapat bekerja sama dengan baik, saling
mendukung dan saling menghormati dalam kapasitas tugas dan fungsi
masing-masing, sehingga tugas-tugas pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik
sesuai dengan rencara dan harapan. Namun dalam kenyataannya karakter
Penggugat yang tempramental, egois dan merasa menang sendiri
menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa bekerja sama bukan saja
dengan kepala Desa, tetapi juga dengan perangkat Desa yang lainnya
bahkan juga dengan Ketua RT, ketua RW, kepala Dusun dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan Desa menjadi terganggu, yang apabila dibiarkan berlanjut
akan merugikan kepentingan masyarakat.

7. Bahwa sebagai Bukti dari karakter Penggugat yang bersifat tempramental,
egois dan merasa menang sendiri sebagaimana tersebut pada angka 6 di
atas, maka pada tanggal 27 Mei 2020 Penggugat telah ditetapkan oleh
Penyidik Polres Bima sebagai Tersangka pelaku tindak pidana
pengancaman dan penghinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal
335 Jo. Pasal 310 KUHP yang kemudian diikuti dengan penahanan selama
belasan hari. Sekarang proses hukum sedang berjalan menunggu
penuntutan dan persidangan.

8. Bahwa Penggugat sebagai sekretaris Desa, secara normatif memiliki fungsi
yang sangat strategis dan sangat menentukan bagi keberhasilan
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa sebagaimana diatur dalam
ketentuan pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa, yaitu :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
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b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat

Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan
rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelayanan umum.

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumbersumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan Sehingga sekretaris Desa, selain harus memiliki

SDM yang mumpuni, harus pula memiliki kesabaran dan disiplin kerja

yang tinggi, tetapi dalam faktanya selama ini Penggugat tidak bisa
melaksanakan fungsi sekretaris Desa tersebut dengan baik karena
Penggugat sering tidak masuk kantor tanpa alasan yang patut dan tidak
bisa bekerja sama dengan perangkat Desa yang lainnya termasuk dengan
kepala Desa.

9. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat didukung penuh oleh
Badan Permusyawaratan Desa Lewintana, Para Ketua RT dan ketua RW
Desa Lewintana, Para Kepala Dusun serta tokoh Masyarakat Desa
Lewintana, karena yang bersangkutan dipandang sebagai penghambat
pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa Lewintana.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka mohon
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo agar berkenan untuk menerima jawaban Tergugat ini dan berkenan pula
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Hukum.
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Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah

menyampaikan Replik, tertanggal 2 September 2020 melalui e-Court pada
tanggal 1 September 2020, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada
persidangan elektronik, tanggal 2 September 2020, dan terhadap Replik
Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 9
September 2020 melalui e-Court pada tanggal 8 September 2020 dan telah
diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik pada tanggal 9
September 2020, yang selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik
Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang
Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai
dengan P-7 yang mana Bukti-Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat Bukti yang
sah dalam perkara ini sebagai berikut;
1.Bukti P.1 . Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 01 Tahun 2016

tentang pengangkatan Perangkat Desa Lewintana kecamatan
soromandi Kabupaten Bima (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P.2 : Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020
tentang pemberhentian saudara Ardiasyah, S.Pd sebagai
Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten
Bima (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P.3 : Surat Keberatan Nomor : 00/LAW/RAM/V1/2020 tanggal 2 Juni
2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P.4 . Surat Upaya Banding Administrasi Nomor
00/LAW/RAM/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

5. Bukti P.5 : Surat Tanggapan Nomor : 411.21/71/16.P/2020 tanggal 26
Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P.6 : Surat kabar online tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai

dengan aslinya);
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7. Bukti P.7 : Surat kabar online tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti T.1 sampai
dengan T.25 yang mana Bukti-Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat Bukti yang
sah dalam perkara ini sebagai berikut;
1.Bukti T.1 . Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.pd sebagai
Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten
Bima (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T.2 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Kantor Kepala Desa Lewintana kepada Ardiasyah,
Spd, Nomor .410/41.2007/11/2019, perihal Panggilan Dinas
tanggal 26 Pebruari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T.3 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala
Desa Lewintana Nomor.011/V/2020 perihal Laporan Dinas
tanggal 12 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T.4 :Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Sekretaris Desa
Lewintana Nomor.410/84.2007/IV/2020 perihal Teguran
tanggal 13 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T.5 :Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Kepala Desa
Lewintana perihal laporan tanggal 17 Agustus 2019 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.6 :Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Sekretaris Desa
Lewintana Nomor.410/391.2007/VI111/2019, perihal Teguran
tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7.Bukti T.7 :Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan

Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Kepala Desa
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Lewintana perihal Laporan tanggal 20 November 2019

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T.8 :Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Sekretaris Desa
Lewintana Nomor.410/491.2007/X1/2019, perihal Teguran
tanggal 21 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T.9 :Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Desa Lewintana No0.410/84.2007/111/2019 perihal
Surat Peringatan Pertama (I) tanggal 27 Maret 2019 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

10.Bukti T.10 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Desa Lewintana Nomor.410/265.2007/11/2019
perihal Surat Peringatan ke Il (dua) tanggal 4 Juli 2019
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

11.Bukti T.11 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Desa Lewintana Nomor.410/114.2007/1V/2020
perihal perihal Surat Peringatan ke Il (tiga) tanggal 4 Mei
2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12.Bukti T.12 : Surat pernyataan bersama LPMD Desa Lewintana tanggal 18
Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13.Bukti T.13 : Surat pernyataan bersama Ketua RT Desa Lewintana tanggal
18 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14.Bukti T.14 : Surat pernyataan bersama Perangkat Desa Lewintana
tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15.Bukti T.15 : Surat pernyataan bersama Ketua RW Desa Lewintana
tanggal 19 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16.Bukti T.16 : Surat pernyataan bersama BPD Desa Lewintana tanggal 19
Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17.Bukti T.17 : Surat pernyataan bersama Kepala Dusun Desa Lewintana
tanggal 19 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18.Bukti T.18 : Surat pernyataan bersama tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

19.Bukti T.19 :Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan

Soromandi Desa Lewintana kepada Camat Soromandi
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